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PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.MkI
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
XXXXXXKX XXXXXXXXX XXXXXXXX , Tempat tanggal lahir, Ge'tengan, 05 Mei 1998,
Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta
(penjual online makanan), Tempat kediaman di Rante Kalua’,
RT 001 RW 003 Kelurahan Rante Kalua’, Kecamatan
Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, sebagai Penggugat;
melawan
XXXXX XXX XXXX XXXXX XXXX XXXXXX , Tempat tanggal lahir, Sangbua, 26 Maret
1989, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan
Supir, Tempat kediaman di Alang-Alang, Lembang Sangbua,
Kecamatan Kesu’, Kabupaten Toraja Utara Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Februari 2021
telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale, dengan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.MkI,
tanggal 17 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 21 November 2017, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana
Toraja, Propvinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan
Akta Nikah Nomor : 0069/001/X1/2017 tertanggal 21 November 2017,
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Penggugat di Ge'tengan selama 1 tahun lebih dan menjadi
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tempat kediaman bersama dan terakhir. Dan telah dikaruniai seorang orang
anak yang bernama Rahandika Rezky Ramadhan bin Resky Parung Allo,
Lahir di Tana Toraja, 24 Juni 2018, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan September 2019 keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak;

b. Tergugat keluar dari Agama Islam (Murtad) dan kembali ke Agama

semula yaitu Agama katolik;

C. Tergugat jarang pulang kerumah Penggugat selama menikabh;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan
Februari 2020 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa dari kedua belah pihak ada usaha untuk merukunkan antara
Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan untuk itu Penggugat
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makale kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Makale / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini
untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX XXX XXXX XXXXX XXXX
XXXXxx ) terhadap Penggugat (XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX );
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan

putusan yang seadil-adilnya.
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Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan
niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap
pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0069/001/X1/2017 tertanggal 21
November 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, bermeterai cukup dan distempel
pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua
Majelis diberi kode P;

b. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  umur 54 tahun, agama Katolik,

pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Mengkendek

Rante Kalua, Kelurahan Rante Kalua, Kecamatan Mengkendek,

Kabupaten Tana Toraja. Saksi adalah ayah kandung Penggugat, telah

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai

berikut:
-------- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
-- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat di Ge'tengan selama lebih
kurang 1 tahun;
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-- -Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang
anak, sekarang anak ikut Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis, namun September 2019 mulai tidak harmonis
disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada istri
dan anak dan Tergugat jarang pulang kerumah;
----------- Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada
pertengahan Februari 2020 dimana Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat;
-- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat
namun tidak berhasil.
2. XXXXXXXXKXXXXXXXXXXKXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam,
pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat kediaman di JI. Rukka Andi
Lolo, Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupa Tana Toraja.
Saksi adalah saudara kandung Penggugat, telah memberikan
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
-------- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
-- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat di Ge'tengan selama lebih
kurang 1 tahun;
-- -Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang
anak, sekarang anak ikut Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis, namun September 2019 mulai tidak harmonis
disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada istri
dan anak dan Tergugat jarang pulang kerumabh;
----------- Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada
pertengahan Februari 2020 dimana Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat;
-- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat
namun tidak berhasil.
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Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar
keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil
gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati
Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut
prosedur Pengadilan;

Menimbang pula, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya
satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, oleh karena itu perkara ini tidak
dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk
datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak
pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai
wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak
melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara
patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan
Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
formil dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan
mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat
ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.
Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi,
Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 November
2017,

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sekitar lebih
kurang 1 tahun;

3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah telah dikaruniai 1
(satu) orang anak;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan
harmonis, namun sejak September 2019 mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada istri dan
anak dan Tergugat jarang pulang kerumah Penggugat selama menikah;

5. Bahwa sejak bulan Februari 2020, Penggugat dan Tergugat pisah rumah
yakni Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.MkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua
Penggugat;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi
untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh
Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah
terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sulit untuk rukun
kembali sebagai alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) telah
terpenuhi, oleh karena sejak Februari 2019, antara Penggugat dan Tergugat
mulai muncul benih-benih perselisihan dan pertengkaran, hingga akhirnya pada
bulan Februari 2020, terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan
lagi. Hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
mungkin dapat dipertahankan lagi. Dan sejak berpisah tempat tinggal tidak
pernah ada nafkah dari Tergugat, telah diupayakan agar Penggugat dan
Tergugat rukun kembali, baik oleh keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim
di persidangan, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari
Tergugat, sehingga majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang
demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya
suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang
bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan
sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal
39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak
mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah
jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan
dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut,
Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
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Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah
terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan
Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan
talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana
ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai
pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fighus Sunnah Juz Il halaman 249:
lelioz loglliol a8 uundl plgs azo glaivy Y Loy lgr o idl Lol azg il casol 15l
=g pall e bl asl asll uoladl allny Miusg ol o)l o wdlas ol
logins DYl s
Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan
terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar,
melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya
sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan
bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila
mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak
tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'’in”

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan
hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di
bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan
hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
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2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX XXX XXXX XXXXX XXXX

XXxXxxx ) terhadap Penggugat (XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX );

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp.405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021
Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Abd.
Rahman sebagai Ketua Majelis, Nasrudin Romli, S.H.l., M.H. dan Muhamad
Hafid, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh Drs. Istambul sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Nasrudin Romli, S.H.l., M.H. Drs. Abd. Rahman
Hakim Anggota,

Muhamad Hafid, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Drs. Istambul
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Rp30.000,00

Rp50.000,00

Rp285.000,00

Rp20.000,00

Rp10.000,00

Rp10.000,00

Rp405.000,00

( empat ratus lima ribu rupiah )
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